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8271 = 4 Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun

1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan.

é,81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1996, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Bwncan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

M i at I Jambi i

Mgme *aPKkan

MEMUTUSKANRN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAM KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi ;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi

d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vyang
dipilih diangkat, disumpah dan dilantik seba-
gai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku ;

(0]

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Anggota vang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggo—
taannya dan telah menganakat sumpah/Janji
berdasarkan peraturan nerundang-undangan yang
berlaku ;

Uang Refresentasi adalsh uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

-




(1).

Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya
sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. »

i

Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah vyang diangkat sebagai Ketua,

. Wakil Ketua, Sekretaris, Aniggota Tetap dan

Anggota Pengganti mada Komisi dan Panitia
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang
berlaku ;

Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan
lokal didalam kota dan uang makan ;

Biava Kesehatan adalah biaya yang diberikan
untuk tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara
Rutin setiap bulan dan biava pengobatan pada
waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya
sakit ;

Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada
akhli waris Pimpinan dan atau Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah apabila meniggal
Dunia ;

Dana Penunjang adalah dana yang disediakan
untuk menunjang pelaksanaan tugas—-tugas pokok
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang
diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Anggota Dewan Porwakilan Rakyat Daerah

Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang
diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah setelah berakhir masa baktinya/
masa keanggotannya atau berhenti antar waktu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAR I1
PEMBIAY AAN
ﬁ@;w‘ﬂoc P Taaear OC

Pasal 2

Dalam rangka Penypelenggarasn xegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat vaerah, atas beban Anggaian
Pendapatan dan Belanja Daer-ah disediakan pem—

S



biayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
berikut

*

.

Qo Q0T W

Uang Refresentasi ;
Tunjangan Kehormatan ;
Uang Paket ;

Biaya Perjalanan Dinas ;
Pakaian Dinas ;

Biaya Kesehatan ;

Uang Duka.

(2). Disamping pembiavaan tersebut pada ayat (1) di
atas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing
Daerah dan ketentuan vang berlaku disediakan
pembiayaan untuk

o RO o 28t

Dana Penunjang ;

Tunjangan Kesejahteraan ;

Rumah Jabatan Pimpinan ;

Sarana Mobilitasi Pimpinan ;
rBag iace A dece

tand- /?/61£5¢¢z5&57

Arsal 3
Besarnya Uang Refresentasi adalah
a. Ketua.......u.... : Rp. 900.000,-/Bulan/Orang
b. Wakil Ketua ..... : Rp. 780.000,-/Bulan/Orang
c. Anggota ......... s Rp 600.000, -/Bulan/Orang

/% n 4?{

Besarnya TunJangan Kehormatan dltetapkan bagi

a. Ketua DPRD ...... : Rp. 250.000,-/Bulan/Orang
. Wakil Ketua DPRD. : Rp. 225.000,-/Bulan/Orang
c. Ketua Komisi .... : Rp. ©0.000,-/Bulan/Orang
d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 75.000,-/Bulan/Orang
e. Sekretaris Komisi : Rp. 60.000,-/Bulan/Orang
f. Anggota Komisi... : Rp. 50.000,-/Bulan/Orang
g. Ketua Panitia ... : Rp. 80.000,-/Bulan/Orang
h. Wakil Ketua Pan1+1a Rp. 75.000,-/Bulan/Orang
i. Sekretaris Panitia : Rp- 50.000,-/Bulan/Orang
J. Anggota Panitia . : 56.000,-/Bulan/Orang

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

6 (e lf’fut ¢f
'lé #. z{

PQ&Q[ 5.

Daerah setiap bulan diberikan uang paket sebesar
Rp. 250.000,-/Bulan/Orang.
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Pasal 6

(1). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah vyang mengadakan  Perjalanan
Dinas, diberikan biava perjalanan Dinas :

(2). Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud ayvat (1) Pasal ini, disesuaikan
dengan biaya Perjalanan Dinas vyang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A ;

(3). Ketentuan Administrasi dan besarnya Biava Per-
Jalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan vang
ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerin-
tah Daerah ;

(4). Peninjauan dalam Wilayah Ibu Kota Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi tidak diberikan biaya
perjalanan Dinas ;

(5). Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
karena jabatannya harus pindah ke Ibu Kota
Propinsi Dati I dan atau pada saat diberhenti-
kan dengan hormat dari Jjabatannya, diberikan
biaya perjalanan pindah yang besarnya dise-
suaikan dengan ketentuan vyang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

Paglan Arergu
fukaicen Drees

: /0125[8[7[7~
Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dapat disediakan Pakaian Dinas berikut

artributnya berupa

a. PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 2 (dua) kali
- setahun ;

b. PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 (satu) kali
setahun ;

c. PSL ( Pakaian Sipii{ Lengkap ) 1 (satu) kali 5

(lima) tahun. 2o LZpuusd
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Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah setiap bulan diberikan tunji?égn Pemeii2f~

ragn Kesehatan sebesar Rp. 89. 200~ /- yeeq Bals
Pasal 9

(1). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri serta
keluarganya, diberikan bantuan biava Pemeli-

ﬂw
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haraan Kesehatan yaitu Penggantian pemerik-
saan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai
Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang syah atas
beban Anggaran Daerah ;

(2). Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Laerah yang berstatus Pegawai Negeri
‘beserta keluarganya, biava remeriksaan, pengo-
batan dan perawatan dokter berlaku ketentuan g
sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas :

beban PT. Asurgnsiiéfsehatan (ASKES) . |
2 4%l%u 2283
Pasail (gt

Apabila Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah meninggal Dunia, kepada akRlji waris- . |
nya diberikan :

a. Uang duka sebanvak 3 (tiga) kali usng Refresen-
tasi dan apabila meninggal dunia didalam menja-
lankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6
(enam) kali uang Refresentasi ;

b. Bantuan biaya pengangkutan  jenazah dan pema-
kaman . U e Gt by ln
e

Pasal 11

T

(1). Untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok [ wan
Perwakilan Rakyat Daerah dapat Yisediakan dana
Penunjang yang dikelola :leh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat _ ierah.

(2). Dana Pe unjang sebagaimana dimaksud pada
{ avat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar
| Rp. 250.000-000,—

Penyediaan dana Penunjang yang melampaui batas
Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini, disediakan setelah terlebih dahuly
memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri .

——3_fegrac Wﬂ[f
Pasal 12 /ﬁgﬂﬂﬁﬁu/ R f e
(1). Bagi Pimpinan dan - Anggota Dewan Perwakilan
Tunjang

Rakyat Daersh setiap bulan diberikan J
Kesejahterazan ditetapkan sebesar Rp.300.0

~
(5}
Nt

(2). Penvediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melam-
paul batas jumlah sebagaimana dimaks
ayat (1) Pasal ini,dilaksanakan set
bih dahulu memperoleh  persetu jy
Dalam Negeri.
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Pasal 13

(1). Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan termasuk
inventarisnyva, biava pemeliharaan termasuk
biava pemakaian air/listrik telepon dan gas.

(2): Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
, Daerah vang bersangkutan berhenti dari jaba-
tannya, maka rumah Jabatan termasuk barang-
barang inventarinya harus diserahkan kembali
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah
tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

(3). Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
vang belum disediakan rumah Jjabatan dapat
diberikan tunjangan perumashan dan pemeliha
raannya, vang besarnya disesuaikan dengan
standart Pemerintah Daeio

Pgfrac aQa' 2?5
Pasal l%pbﬁh&%ii%%é 4%'/2%é“4“

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selama memanagku Jjabatan, dapat disediakan sebuah

kendaraan dinas sesuai dengan, ketentuan ang ber-
Taku. Sy oy /(;Z ) R
7Z@ﬂﬂ7%a4 7a 1923
Pasal 15
Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang telah berakhir masa keanggotaannva atau
berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna

Bhakti sesual dengan ketentuan yang berlaku.

BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannva
Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Penda-

patan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi.

i




BAR 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah 1ini, maka Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor
3 Tahun 1990, dinvatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Pasal 18

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengaetanuinya meme-—-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jambi.
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PENJELASAN .
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

“enjelasan Umum.

Dalam rangka peningkatan kelancaran penvelenggaraan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi, terutama
“znyelenggaraan Pembangunan Jancgka Panjang Tahap 1I, Pemerin-
~ah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990.

ntuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

womor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
“etua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
139386 tersebut antara lain ditetapkan bahwa perubahan keduduk-
zn Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan tersebut
cerlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu merobah Per-
zturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun
1880 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggo-
-3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi dan menetapkan kembali vang baru.

“enjelasan Pasal demi Pasal

“asal : 1 S/D 18 cukup Jjelas.

A BN, I
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